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This research to determine the accountability of village fund allocation 
management, village policy, and village institutions towards community 
empowerment. Methods of data collection in this study using questionnaire 
method. In this research the sampling technique using purposive sampling. The 
research population used was 1122 family head of Pundungsari Village, 
Tempursari Sub-district, Lumajang Regency using slovin formula. 
The results of this study indicate that the management of ADD must actually be 
implemented through the village finance section that is used for community 
empowerment but the  Pundungsari villagers do not yet know fully the 
socialization of the draft ADD budget  undertaken by the village administration. 
The village policy established by the center is directly accepted and followed by 
the Pundungsari Village apparatus well in carrying out the community 
empowerment of Pundungsari Village. As well as existing policies at times may 
change in accordance with what will be implemented in their government and 
Pundungsari village institutions have not played an active role in village 
activities such as the activities of PKK the guidance of the task force. And 
should the village institutions more active role in supporting community 
empowerment. 
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Desa merupakan sebuah golongan masyarakat yang terikat pada suatu 
tempat tinggal dan untuk memenuhi keperluan hidup penduduk desa yang 
bergantung pada hasil pertanian (Raharjo, 2010:28). Desa memiliki dua potensi 
yaitu potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam meliputi tanah, perairan, 
cuaca, tumbuhan dan hewan serta potensi yang melibatkan masyarakat desa, 
aparatur desa, lembaga – lembaga desa yang mampu mengembangkan potensi 
yang ada di desa tersebut sehingga bisa bermanfaat bagi daerah lain maupun 
bagi kota – kota sekitarnya. Desa juga memiliki fungsi di antaranya sebagai 
pemasok kebutuhan bagi yang ada di kota. Desa sebagai mitra dalam 
pembenahan kota serta desa sebagai pemerintahan yang terkecil di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia . 
Yuliansyah dan Rumianto (2016:3) sesuai dengan Asy’ari (1993) 
sebagai kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat 
dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat 
dari berbagai aspek yang meliputi : 
a. Aspek  dalam  memanfaatkan lahan/tanah oleh masyarakat yang 
bersifat agraris. 
b. Aspek kepadatan penduduk dengan jumlah yang relatif rendah. 
c. Aspek ekonomi dengan penduduk atau masyarakatnya bekerja di bidang 
pertanian, bercocok tanam, atau nelayan. 
d. Wilayah hukum yang memiliki aturan atau nilai yang mengikat  
masyarakat di suatu wilayah. 
e. Aspek sosial budaya yang terlihat dari hubungan sosial antar penduduk 
yaitu hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, 
dengan kata lain bersifat homogeni, serta saling membantu 
Menurut “Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa”, Desa 
adalah golongan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat berdasarkan tindakan masyarakat yang dilakukan. Pada 
pasal 71 disebutkan keuangan desa adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan 
uang untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.  
Pembagian Dana Desa dalam APBD selesai dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. Dalam mengelola keuangan desa , Kepala Desa menunjuk perangkat 
desa untuk mengelola keuangan desa tersebut, kemudian berdasarkan 
“Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Dana Desa” maka Dana Desa merupakan dana yang 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 
menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina 
masyarakat, dan memberdayakan masyarakat.  
Hambatan – hambatan pemerintah daerah maupun pemerintah 
kecamatan adalah kurang kontrol dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang 
tidak berimbang antara pendapatan dan pengeluaran, maka perlu adanya 
peraturan yang tegas dan konsisten mengenai perencanaan biaya yang telah 
dikelola oleh  perangkat  desa.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah   
(APBD) merupakan alat mengoordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan 
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penerimaan pembiayaan, serta menjadi dasar belanja dan pengeluaran 
pembiayaan bagi pemerintah desa untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya 
APBD ditetapkan menjadi peraturan desa, maka aktivitas pelaksanaan anggaran 
segera dilaksanakan (Yuliansyah dan Rumianto, 2016:50). 
Undang – Undang No.6 Tahun 2014 “menyebutkan bahwa ke 
organisasian desa yaitu organisasi pemerintah desa dan badan permusyawaratan 
desa, organisasi kemasyarakatan desa. Oleh karena itu kelembagaan desa harus 
bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera. 
Pemerintah desa merupakan pemerintah paling bawah yang berhubungan 
dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan 
keuangan pemerintah desa sangat dibutuhkan”. 
Rumusan Masalah 
1. Apa Akuntabilitas kelola Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap 
Pemberdayaan penduduk di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari 
Kabupaten Lumajang? 
2. Apa Akuntabilitas Kebijakan Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan 
penduduk di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten 
Lumajang? 
3. Apa Akuntabilitas Kelembagaan Desa berpengaruh terhadap 
Pemberdayaan penduduk di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari 
Kabupaten Lumajang? 
Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Akuntabilitas kelola Keuangan Alokasi Dana Desa 
berpengaruh terhadap Pemberdayaan penduduk Desa Pundungsari. 
2. Untuk mengetahui apakah Kebijakan Desa berpengaruh terhadap 
Pemberdayaan penduduk Desa Pundungsari. 
3. Untuk mengetahui apakah Kelembagaan Desa berpengaruh terhadap 
Pemberdayaan penduduk Desa Pundungsari. 
Manfaat Penelitian 
1. Secara akademis, untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa/i 
Fakultas  Ekonomi dan Bisnis khususnya jurusan akuntansi, penelitian 
ini diharapkan dapat melakukan pengkajian ulang tentang penelitian 
sebelumnya. 
2. Secara praktek, dapat menjadi masukan atau informasi bagi pemerintah 
mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan melihat 
sumber pendapatan daerah yang ada di Desa Pundungsari. 
3. Bagi peneliti untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai 
pertanggungjawaban kelola keuangan dana desa, kebijakan desa, serta 
kelembagaan desa di Desa Pundungsari. 
 
TINJAUAN TEORI 
 Pemerintahan Desa 
Pemerintah Desa menurut “Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Desa adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan kegiatan setempat 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan 
pengertian Desa menurut “UU No.6 Tahun 2014, Desa adalah golongan 
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masyarakat yang memiliki batas wilayah untuk mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan tindakan yang dilakukan 
masyarakat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam berjalannya waktu, pengembangan desa agar menjadi kuat, maju, 
mandiri, dan demokratis yang mampu mewujudkan dasar untuk melaksanakan 
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan 
sejahtera”. 
Dana Desa 
Berdasarkan  “Peraturan Menteri Keuangan No.49 Tahun 2016 tentang Cara 
Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, 
Dana Desa adalah keuangan didapat dari APBN bagi desa yang digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. 
Pengelolaan Dana Desa 
Berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 
Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa”, Pengelolaan Keuangan Desa 
adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu unsur dari keuangan 
desa adalah alokasi dana desa di mana keuangan yang diterima kabupaten/kota 
dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
Kebijakan Desa 
Peraturan pemerintah desa adalah salah satu produk hukum karena setiap 
pemerintah desa secara hukum pun memiliki wewenang tersebut, meskipun 
sedikit yang menjangkau wilayah administrasi desa . Secara undang – undang, 
peraturan desa pada bentuk peraturan desa secara struktur. Undang – undang 
dan ketatanegaraan merupakan peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk 
menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi 
desa tetap ada di bawah wewenang dan pengawasan pemerintah 
kabupaten/kota.  
Kelembagaan Desa 
Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, “kelembagaan desa yaitu 
organisasi pemerintah desa terdiri atas badan permusyawaratan desa yang dapat 
diartikan organisasi yang merupakan wakil dari penduduk desa atas wilayah 
yang ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa membahas 
dan menyepakati peraturan dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Dalam 
upaya peningkatan kinerja organisasi desa, memperkuat rasa kebersamaan, serta 
meningkatkan ikut serta masyarakat dan memberdayakan masyarakat, 
pemerintah desa atau badan permusyawaratan desa dalam menyelenggarakan 
musyawarah desa”. 
Pemberdayaan Masyarakat 
Menurut  Undang – Undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 poin 12 pemberdayaan 
masyarakat desa merupakan cara meningkatkan keterampilan, kemampuan, 
serta memanfaatkan sumber  daya alam melalui penetapan peraturan, 
perencanaan, kegiatan yang sesuai dengan masalah dan keutamaan kebutuhan 
masyarakat desa”. 
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dibuat 
kerangka konseptual sebagai berikut : 
Hipotesis 
Berdasarkan hasil penelitian dahulu dan tinjauan teori, maka hipotesis 
diajukan yaitu : 
H1 : Akuntabilitas kelola Alokasi Dana Desa, kebijakan desa , 
kelembagaan berpengaruh simultan terhadap Pemberdayaan 
penduduk Desa Pundungsari. 
H2 : Akuntabilitas kelola Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap 
Pemberdayaan penduduk Desa Pundungsari 
H3 : Kebijakan Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan penduduk 
Desa Pundungsari.  




Jenis Penelitian Lokasi penelitian dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa 
Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Waktu penelitian ini 
dilakukan bulan September 2017 sampai Mei 2018 
Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi pada penelitian ini yaitu kepala keluarga (KK) yang bertempat tinggal 
di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Sampel 
adalah sebagian dari jumlah populasi . Bila populasi besar, peneliti mungkin 
akan mempelajari dari sebagian populasi, misalnya terbatasnya waktu, maka 
peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 
2015:81). Sampel yang di ambil dengan menggunakan rumus slovin untuk 
menentukan ukuran sampel suatu populasi. 
Definisi Operasional Variabel 
Pengelolaan keuangan desa 
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 
keuangan desa. Salah satu pendapatan adalah alokasi dana desa yang 
merupakan keuangan desa yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana 
Alokasi Khusus. 
Akuntabilitas Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (X1) 
Kebijakan Desa (X2) 
Pemberdayaan 
Masyarakat (Y) 
Kelembagaan Desa (X3) 
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Kebijakan pemerintah desa merupakan produk hukum karena setiap pemerintah 
desa secara hukum pun memiliki wewenang tersebut. Meskipun sedikit dan 
menjangkau wilayah administrasi desa. 
Kelembagaan Desa 
Menurut Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, “kelembagaan desa 
yaitu organisasi pemerintah desa yang terdiri atas pemerintah desa dan badan 
permusyawaratan desa , dan badan kemasyarakatan desa. Badan 
permusyawaratan desa adalah organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan 
yang anggotanya adalah masyarakat berdasarkan wilayah yang ditetapkan 
secara demokratis”. 
Pemberdayaan Masyarakat 
Menurut Undang – Undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 poin 12, “pemberdayaan 
masyarakat desa adalah cara mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas 
kebutuhan masyarakat desa”. 
Hasil dan pembahasan Statistik deskriptif 
Statistik deskriptif dari pengelolaan ADD, kebijakan desa, kelembagaan desa 
dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah: 
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 
 N Minimal Maksimal Rata-Rata Standar 
Deviasi 
ADD 92 18,00 25,00 21,5109 1,25352 
Kebijakan 92 17,00 23,00 20,8370 1,78687 
Kelembagaan 92 19,00 23,00 22,1304 ,91648 
Pemberdayaan 92 18,00 24,00 19,7717 1,01747 
Pembahasan Uji validitas 
Berikut hasil uji validitas : 
Tabel 4.2 uji validitas 




























,464** 0,2028 Valid 
 
Dari tampilan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hubungan indikator variabel 
pengelolaan ADD, kebijakan desa, kelembagaan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat terhadap skor total menunjukkan hasil yang signifikan dengan 
membandingkan r hitung > r tabel (r tabel = 0,2028) , maka disimpulkan 
pertanyaan adalah valid. 
Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 
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,488 ,425 20 Reliabel 
Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel pengelolaan ADD, 
kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa memberikan nilai Cronbach alpha 48% 
yang dapat diartikan cukup  konsisten dalam menjawab pertanyaan yang 
diberikan. 
Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah: 
Tabel 4.4 uji multikolinieritas 
Variabel Toleran VIF Ket 
Pengelolaan ADD 0,945 1,05
8 
Tidakterjadi multikolinieritas 
Kebijakan Desa 0,785 1,27
4 





Tidak terjadi multikolinieritas 
Dari hasil  uji  multikolinieritas, semua variabel  bebas  (independen) 
memiliki  nilai VIF <10 dan nilai toleran > 0,10 , maka disimpulkan 
bahwa tidak terjadi multikolinieritas. 
2. Uji Autokorelasi 
Berdasarkan uji autokorelasi dengan uji durbin-watson (DW), dapat 
dilihat pada tabel 4.5 dibawah: 
Tabel 4.5 uji autokorelasi Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 












3. Uji heteroskedastisitas 
Uji ini dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah : 





T Sig. ket 
B Std.Error Beta 
1 Konstan 27,02
2 






 ADD -,290 ,081 -,357 -3,584 ,001 
 Kebijakan ,178 ,062 ,313 2,866 ,005 
 Kelembagaan -,214 ,119 -,193 -1,802 ,075 
       
Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa tiap variabel memiliki tingkat 
signifikan >0,05 , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 
terdapat heteroskedastisitas. 
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Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda bertujuan untuk membuat prediksi antara dua variabel 
yaitu tentang pengaruh besarnya nilai Y (dependen) dan besarnya nilai X 
(Independen). Tabel 4.6 menunjukkan hasil dari uji regresi linier berganda: 
Pemberdayaan masyarakat =  27,022 – 0,290X1+ 0,178 X2  – 0,214 X3 
Uji Hipotesis 
1. Uji Simultan (F) 
Dari hasil uji F, dapat diketahui pada tabel 4.7 dibawah : 
Tabel 4.7 uji simultan 





1 Regression 16,379 3 5,460 6,713 ,001 
 Residual 77,828 88 ,884   
 Total 94,207 91    
 
Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar dengan nilai 
signifikan 0,001 (0,001<0,05) yang menunjukkan bahwa secara simultan 
variabel pengelolaan ADD, kebijakan desa, dan kelembagaan desa 
terhadap pemberdayaan masyarakat. 
2. Uji Determinasi (R2) 
Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji determinasi (R
2
) sebagai berikut: 
Tabel 4.8 uji determinasi 
 
Dari hasil tabel 4.8 adjusted R
2 
sebesar 0,146 hal ini berarti sebesar 
14,6% variabel pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh ketiga 
variabel independen yaitu pengelolaan ADD, kebijakan desa, dan 
kelembagaan desa. 
3. Uji Partial (t) 
Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 4.9 sebagai berikut: 









1 Konstan 27,022 2,794  9,671 ,000 
 ADD -,290 ,081 -,357 -3,584 ,001 
 Kebijakan ,178 ,062 ,313 2,866 ,005 
 Kelembagaan -,214 ,119 -,193 -1,802 ,075 
a. Pengaruh pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat 
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda , variabel pengelolaan ADD 
memiliki nilai t hitung sebesar -3,584 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,001 < 0,005 , maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pengelolaan ADD disimpulkan bahwa mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.  
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,417 ,174 ,146 ,94043 
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b. Pengaruh kebijakan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat 
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, variabel kebijakan desa 
memiliki nilai t hitung sebesar 2,866 dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,005 < 0,05 , maka H0 ditolak dan H2 diterima. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa variabel kebijakan desa berpengaruh signifikan 
terhadap pemberdayaan masyarakat.  
c. Pengaruh kelembagaan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat 
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda,variabel kelembagaan desa 
memiliki nilai t hitung sebesar -1,802 denga tingkat signifikansi 0,075 
>0,05 , maka H0 diterima dan H3 ditolak. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa variabel kelembagaan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pemberdayaan masyarakat.  
Simpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertanggungjawaban 
pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa 
terhadap pemberdayaan masyarakat (studi kasus Desa Pundungsari 
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). Populasi dalam penelitian 
ini adalah masyarakat Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari 
Kabupaten Lumajang dan pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 
menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
1. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel Pengelolaan ADD 
terhadap pemberdayaan masyarakat. 
2. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan desa 
terhadap pemberdayaan masyarakat. 
3. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kelembagaan 
desa terhadap pemberdayaan masyarakat. 
4. Ada pengaruh secara simultan antara variabel pengelolaan alokasi 
dana desa, kebijakan desa , dan kelembagaan desa terhadap 
pemberdayaan penduduk. 
Saran 
Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya, ada saran yang di 
kemukakan , yaitu: 
1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian lebih 
dari satu desa untuk bisa membandingkan hasilnya. 
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bisa memilih responden untuk 
diberikan kuesioner dengan jawaban yang menunjukkan keadaan yang 
sebenarnya. 
3. Untuk penelitian selanjutnya, populasi supaya diperluas untuk 
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